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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018 telah selesai disusun.

Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran pelaksanaan reformasi
birokrasi dan sebagai akuntabilitas Tim Reformasi Birokrasi dalam menjalankan
amanatnya mengemban reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Laporan ini sebagai bentuk komitmen seluruh komponen di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mendukung dan
berupaya keras dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.
Namun demikian, kami menyadari masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan
kontribusi terhadap pelaksanan reformasi birokrasi. Semoga Laporan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Tahun 2018 dapat menjadi bahan evaluasi dan feed back untuk
peningkatan capaian reformasi birokrasi tahun selanjutnya.

Tim RB Kemenko PMK
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian
terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan
reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas
pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Reformasi adalah pengubahan, perombakan, penataan, perbaikan atau
penyempurnaan. Birokrasi adalah aparatur, lembaga/instansi, organisasi pemerintah,
pegawai pemerintah, sistem kerja, dan perangkat kerja. Layanan kepada masyarakat
harus berkualitas, bebas KKN, efektif dan efisien, empati, terjangkau, akuntabel, adil
dan tidak diskriminatif. Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan
komprehensif untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang
meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan,
akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi dihadapkan
pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak professional, tidak netral, tidak
disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen PNS tidak transparan, belum ada
perubahan mindset, KKN yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat
belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan
kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan public prima belum
terbangun secara luas.

Dalam grand design reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 menargetkan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang
berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi
merupakan salah satu bidang utama dalam pembangunan nasional. Bahkan sejak
RPJM 2004-2009 dan 2010-2014, pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi prioritas
nasional. Oleh karena itu, keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki
peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil
yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 i 2014
menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015
T 2019). Dengan kata lain, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 i 2019 merupakan
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penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan
pembaharuan dalam menghadapi permasalahan baru di masa mendat
Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK sudah dilaksanaka
selama lebih dari 7 (tujuh) tahun, diawali Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2010. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko
PMK disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari tanggal 15 Desember
2010, dengan telah disahkannya Perpres Nomor 71 Tahun 2010, tentang Tunjangan
Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat, yang kemudian pada tahun 2015 Perpres tersebut diperbaharui melalui
Perpres Nomor 109 Tahun 2015 Tanggal 9 Oktober 2015 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Kemenko PMK, dan kemudian diperbaharui lagi melalui
Perpres Nomor 112 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Kemenko PMK.

Perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator yang dahulu bernama
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi Kemenko PMK
terjadi pada Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presoden
Jusuf Kalla. Sejalan dengan itu, dilakukan penyusunan struktur baru Kementerian
Koordinator Kemenko PMK yang kemudian telah disahkan melalui Peraturan Menteri
Koordinator Bidang PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kemenko PMK. Didalam proses penyusunan struktur Kemenko PMK dan proses
pembentukan jabatan baru, menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015
tentang Kemenko PMK P a s a | 46 t e Pada taatPerdtusah Rrasidemn ini
mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan
diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden inido Pel ant i kan

di Lingkungan Kemenko PMK baru dilaksanakan pada bulan September 2015.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Kemenko PMK, maka tugas Kemenko PMK adalah membantu Presiden
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan
kebudayaan. Didalam Renstra Kemenko PMK Tahun 2015 - 2019 disebutkan bahwa

2| LaporarPelaksanaaReformasi Birokrasi Kemenko PMK 2

pej al



tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah n
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualita

jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Tingginya integritas aparatur
Kemenko PMK dalam melaksanakan tugas dan fungsi, bertanggungjawab dalam
menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dalam rangka mewujudkan good
governance. Namun pada kenyataannya Kemenko PMK juga dihadapkan pada
beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran yang harus
dibenahi dalam kerangka reformasi birokrasi di Kemenko PMK.

Sejalan dengan hal tersebut, koordinasi percepatan reformasi dan birokrasi perlu
dilaksanakan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK sejalan dengan
tujuan pencapaian pembangunan nasional yang dirumuskan melalui sasaran
reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. Birokrasi yang akuntabel

2. Birokrasi yang efektif dan efisien

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan reformasi Birokrasi Kemenko PMK adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
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10.
11.

12.

13.

14.

C.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494 );

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara,

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kemenko PMK;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawali
di Lingkungan Kemenko PMK;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko PMK;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kemenko PMK
2015-2019.

Tujuan dan Sasaran

Secara umum tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan pemerintah yang

professional dengan berkarakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih

KKN, mampu melayani publik, sejahtera, berdeikasi, dan memegang teguh nilai-nilai
dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko

PMK maka kegiatan percepatan koordinasi reformasi birokrasi perlu dilaksanakan.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan dari pelaksanaan
reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi yaitu
terwujudnya aparat Kemenko PMK yang:

1. Berintegritas;
2. Berkinerja Tinggi, dan
3. Melayani secara prima

dengan birokrasi yang profesional, akuntabel,
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PMK memperoleh kepecayaan publik.

Pada tingkat Kemenko PMK, rencana pelaksanaan reformasi birokras
dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi panduan bagi Tim Reformast
Birokrasi Kemenko PMK dalam melakukan langkah-langkah konkrit dalam
memperbaiki kualitas birokrasi di lingkungan Kemenko PMK.

Dengan demikian, Road Map Reformasi Birokrasi Kemenko PMK 2015-2019 harus
menganut dua prinsip dasar, yaitu Prinsip Kesinambungan dan Prinsip Keselarasan.
Kedua prinsip ini perlu ditegaskan untuk menjaga sinergisme semua aspek birokrasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.

TUJUAN JANGKA PANJANG PELAKSANAAN RB

TATA KELOLA PEMERINTAH YANG
DINAMIS

[BIROKRASI BERBASIS KINERJA

Gamba 1.3.Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Prinsip Kesinambungan bermakna penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Kemenko PMK tahun 2015-2019 harus merupakan proses berkesinambungan, yang
secara konsisten melanjutkan capaian pelaksanaan reformasi yang ada sampai saat
ini.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 sasaran
reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel. Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:
1 Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.
1 Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
1 Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas
keuangan dan kinerja.
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1 Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme
barang dan jasa.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

1 Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas
implementasinya.

1 Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan
sinergis.

1 Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis
e-government.

1 Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit
untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.

1 Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.

1 Peningkatan kualitas kebijakan publik.

1 Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk
mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan
transformatif.

1 Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.

1 Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, meliputi:

1 Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan

1 Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.

D. Sistematika Pelaporan
Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko PMK tahun 2018 ini disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Gambar

Bab | Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran,
serta sitematika pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko
PMK.

Bab Il Rencana Kerja Pelaksanaan RB Kemenko PMK Tahun 2018, memuat Arah

Kebijakan Reformasi Birokrasi dalam Nawacita dan Agenda Pembangunan
Nasional dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Kemenko PMK Tahun
2018.
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BAB I
RENCANA KERJA PELAKSANAAN RB KEMENKO PMRS2018

A. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 1 2019 didasarkan pada beberapa arah
kebijakan pemerintah, yaitu:

a. Nawacita

Dalam dokumen Nawacita, yang mencakup sembilan janji yang ingin diwujudkan
Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu:

1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman kepada seluruh warga negara.

1 Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

1 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.

1 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

1 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

1 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

1 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis
ekonomi domestik.

1 Melakukan revolusi karakter bangsa.

1 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

secara eksplisit arahan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tertulis dalam
Nawacita nomor 2 yaitu membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Visi Misi Presiden secara spesifik memberikan perhatian khusus terhadap

pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu dengan menekankan pada lima prioritas utama

dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik, yaitu :

1 Penetapan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi agenda
reformasi birokrasi

1 Restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk

1 Menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara
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1 Berkomitmen memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil négara
1 Melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik

b. Agenda Pembangunan Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 i 2019, Buku

I, dijabarkan lima agenda pembangunan nasional sebagai berikut:

A Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik

A Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politk dan
pembangunan

A Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

A Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)

A Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Dari lima agenda pembangunan nasional tersebut, dua di antaranya secara spesifik
terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu agenda nomor
3 dan 4 adalah:

1 Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan,

1 Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional.

c. Isu Strategis-Agenda Prioritas 20157 2019

Beberapa isu strategis lintas pembina sektor aparatur negara, sebagaimana dimuat
dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 i 2019, yang
dijadikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah sebagai
berikut:

Lemahnya penegakan hukum

Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi

APIP masih lemah

Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah

Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien
Organisasi gemuk, fragmenteddan tumpang tindih fungsi

Penerapan e-government belum merata

Integritas PNS yang masih rendah

= =2 =4 4 4 4 A5 A

Kualitas pelayanan publlik masih rendah
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d. Pengarusutamaan 20157 2019

Pengarusutamaan 2015 i 2019 Kebijakan pengarusutamaan, sebagai
dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 1 2019
merupakan landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan, yang
diarahkan untuk dapat tercermin dalam output pada kebijakan pembangunan.
Pengarusutamaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan mendorong
partisipasi masyarakat sipil, melalui:

1 Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik;

1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;
1 Perluasan agenda Reformasi Birokrasi;

1 Peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. RencanaKerja Reformasi Birokrasi Kemenko PMK Tahun 2018

Rencana program Reformasi Birokrasi di Kemenko Bidang PMK tahun 2018 disusun
berdasarkan Road Map RB Kemenko PMK 2015 i 2019, dengan tujuan untuk
menindaklanjuti rekomendasi Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB.

Rencana program reformasi birokrasi Kemenko PMK tahun 2018, untuk masing-
masing area perubahan adalah sebagai berikut:

AREA RENCANA KEGIATAN
PERUBAHAN
Manajemen - Penguatan Tim Reformasi Birokrasi, dengan mengubah SK Tim RB
Perubahan Kemenko PMK (adanya perubahan jabatan struktural).

- Sosialisasi reformasi birokrasi internal Kemenko PMK.

- Memperkuat role model dan agent of change dalam mengembangkan
budaya organisasi dengan menyiapkan perangkat pendukungnya, seperti:
aturan, sarana prasarana, dan pelatihan.

- Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019 agar segera diformalkan.

- Meningkatkan pengetahuan assessor PMPRB tentang kondisi ideal yang
diharapkan oleh reformasi birokrasi pada masing-masing area perubahan
sehingga dapat mengurangi gap penilaian antara assessor PMPRB
dengan Tim RBN

- Menugaskan Agent of change/role model dengan target-target perubahan
nyata pada masing-masing unit kerja, serta melakukan monitoring dan
evaluasi berkala atas keberhasilan/kegagalan Agent of change/role model
dalam meningkatkan budaya kerja dan perubahan mindset.

Peraturan - Evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan
Perundang- manusia dan kebudayaan.
undangan - Penyusunan permenko tentang tata cara pembentukan peraturan

perundang2an di lingkungan Kemenko PMK.
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AREA
PERUBAHAN

RENCANA KEGIATAN

Identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundaw
yang tidak harmonis secara menyeluruh

Penataan dan
Penguatan
Organisasi

Evaluasi kinerja organisasi.
Perumusan peraturan terkait ABK, Analisis Jabatan, dan Evaluasi
Jabatan di lingkungan Kemenko PMK.

Penataan Tata
Laksana

Melakukan penyusunan SOP setiap unit untuk penetapan selanjutnya.
Penerapan E-SKP dalam rangka mendukung proses birokrasi.
Sosialisasi E-SKP

Pengembangan e-Government yang sepenuhnya terintegrasi
Penyusunan jadwal retensi arsip substantif Kemenko PMK.

Penataan Sistem
Manajemen SDM

Perencanaan kebutuhan SDM.

Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis
kompetensi di Kemenko PMK.

Kebijakan penilaian kinerja eselon Il di Kemenko PMK. (melalui penilaian
laptah eselon II).

Meningkatkan kualitas SDM Kemenko PMK melalui diklat dan pelatihan
untuk mendukung kinerja.

integrasi sistem informasi kepegawaian

Penguatan
Pengawasan

Menyusun kebijakan penanganan pengaduan whistleblower dan
pengaduan masyarakat dan gratifikasi.

Pelaksanaan audit berbasis resiko.

Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kemenko PMK.
Implementasi atas penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan
Monitoring dan evaluasi atas implementasi pada area pengawasan

Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik

Menyusun kebijakan terkait PPID.
Menindaklanjuti hasil survei sebagai langkah perbaikan kualitas layanan
kepada pengguna layanan

Akuntabilitas

Melakukan evaluasi SAKIP secara internal.
Menetapkan IKU Kementerian.
Melakukan revisi renstra Kemenko PMK.

Quick Wins

Perluasan aksi nyata pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di
lingkungan Kemenko PMK.
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Gambar 2.1. Kegiatan Penyusunan Program RB Kemenko PMK Tahun 2018
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BAB Il
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENKO PMK TAHUON2018

A. Capaian Reformasi Birokrasi Kemenko PMK

Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian
terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan
reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas
pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan
meningkatnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, maka
reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK pada tahun 2015-2019 berfokus
pada delapan area perubahan yang harus dicapai dalam Road Map Reformasi
Birokrasi Kemenko PMK sebagaimana tergambar dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Delapan Area Perubahan Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi Kemenko
PMK

SASARAN BIROKRASI (HASIL) AREA PERUBAHAN (PENGUNGKIT)

1. Birokrasi yang akuntabel, bersih
dan bebas KKN

Manajemen Perubahan
Penguatan Sistem Pengawasan
Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1
2
3
2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien 1. Penguatan Kelembagaan
2. Penguatan Tata Laksana
3. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN
4
1
2

Penguatan Peraturan Perundangan

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan yang
berkualitas

. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
. Quick Wins

Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK
telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun
2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kemenko PMK.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11
Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tah
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Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokra$i

pada Kemenko PMK.

Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi berpedoman pada Peraturan Menteri PA
dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh
Kemenko PMK dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan evaluasi adalah:

a. Untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka
mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel,
birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan
pelayanan publik yang semakin membaik.

b. Untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas
reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK.

Dalam rangka menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Kemenko PMK tahun 2018, maka telah dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluator
Kementerian PAN dan RB melalui surat tugas Nomor:162/RB.04/2018, tanggal 16 Juli
2018.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB dari tahun ke tahun
menunjukkan bahwa indeks reformasi birokrasi mengalami kenaikan. Perkembangan
indeks reformasi birokrasi Kemenko PMK 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko PMK Tahun 2015-2018

NILAI
NO. | KOMPONEN PENILAIAN BOBOT

2015 2016 2017 | 2018

I. | Komponen Pengungkit

1. [ Manajemen Perubahan 5,00 3,58 3,72 3,52 3,69

2. | Penataan Peraturan 5,00 2,71 2,71 2,71 2,92
Perundang-Undangan

3. | Penataan dan Penguatan 6,00 2,99 3,84 2,82 3,18
Organisasi
4. | Penataan Tatalaksana 5,00 3,47 2,26 2,13 2,65
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NILAI

0

NO. | KOMPONEN PENILAIAN BOBOT

2015 2016 2017 | 2018

5. | Penataan Sistem 15,00 8,30 12,63 | 13,03 | 13,45
Manajemen Sumber Daya
Manusia (SDM)

6. | Penguatan Akuntabilitas 6,00 3,92 2,91 4,08 4,25
7. | Penguatan Pengawasan 12,00 4,25 4,33 6,21 6,55
8. | Peningkatan Kualitas 6,00 3,41 3,44 3,66 4,09
Pelayanan Publik
Total Komponen Pengungkit (A) 60,00 32,63 35,83 | 38,16 | 40,78
II. | Komponen Hasil
1. [ Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 9,82 9,82 9,88 9,88
2. | Survei Internal Organisasi 6,00 4,18 5,41 4,86 4,89
3. | Survei Eksternal Persepsi 7,00 3,73 5,76 6,25 6,13
Korupsi
4. | Opini BPK 3,00 3,00 3,00 3,00 | 3,00
5. | Survei Eksternal Pelayanan 10,00 7,12 7,90 8,20 8,33
Publik
Total Komponen Hasil (B) 40,00 27,84 31,89 32,19 | 32,23
INDEKS REFORMASI 100,00 60,47 67,72 | 70,35 | 73,01

BIROKRASI (A+B)

Indeks reformasi birokrasi Kemenko PMK ditentukan oleh hasil nilai komponen
pengungkit dan komponen hasil. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018
capaian nilai komponen pengungkit dan komponn hasil mengalami kenaikan. Hal ini
menunjukkan adanya peningkatan pada capaian indeks nilai reformasi birokrasi
Kemenko PMK. Capaian nilai reformasi birokrasi tahun 2015 adalah 60,47, tahun
2016 adalah 67,72, tahun 2017 adalah 70,3, dan tahun 2018 adalah 73,01.
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Adapun capaian reformasi birokrasi Kemenko PMK pada tahun R018 dari masing-
masing area perubahan adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Perubahan

Salah satu area penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mindset (pola
pikir) dan culture set (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi
ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi.
Manajemen perubahan dalam proses reformasi birokrasi di Kemenko PMK
dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan yang
diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 10 Tahun 2011 serta Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen
Perubahan di Instansi Pemerintah.

Indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran atau kriteria keberhasilan dari

program/kegiatan Manajemen Perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi,

yaitu:

1 Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi/RB yang melaksanakan tugas sesuai
rencana kerja Tim RB.

1 Tersedianya peta jalan/road map RB yang telah diformalkan mencakup 8 area
per ub ah aguckdiasa . i

1 Terbentuknya dan terselenggaranya pemantauan dan evaluasi RB melalui program
dan kegiatan Tim Asesor-Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi/PMPRB.

1 Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kinerja mulai dari pimpinan dan seluruh
staf di lingkungan Kemenko PMK diantaranya melalui pembentukan dan
pengimplementasian agent of change dan role model di setiap unit kerja.

Adapun capaian reformasi birokrasi Kemenko PMK pada tahun 2018 pada area
manajemen perubahan adalah:
Tim Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun pada tahun 2018 sudah
dilaksanakan penguatan Tim RB Kemenko PMK dengan melakukan penyusunan
perubahan Tim RB Kemenko Bidang PMK. Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tim RB
Kemenko Bidang PMK diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tim RB
Kemenko Bidang PMK. Perubahan ini dilakukan untuk penguatan dan penyegaran
Tim Reformasi Kemenko Bidang PMK. Perubahan Tim RB Ke i
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juga dilakukan untuk mengakomodir adanya perubahan pengisian
di lingkungan Kemenko Bidang PMK.

Road Map Reformasi Birokrasi

1 Telah dilakukan reviu Road Map RB Kemenko PMK 2015-2019 dengan melibatkan
seluruh unit organisasi di Kemenko Bidang PMK dan melalui Permenko PMK
Nomor 5 Tahun 2018 telah ditetapkan Road Map RB Kemenko PMK 2015-2019
(hasil reviu). Pembahasan Reviu Road Map dilaksanakan pada tanggal 13 April
2018 dan 17 Juli 2018 sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Kegiatan reviu Road Map RB Kemenko PMK 2015-2019

1 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi dilaksanakan setiap
tahun. Rencana Kerja Tahunan RB disusun berdasarkan Road Map RB 2015-2019
dan tindak lanjut dari rekomendasi Tim Evaluator Kementerian PANRB. Rencana
Kerja Tahunan RB Kemenko Bidang PMK (terlampir) merupakan hasil
pembahasan rapat Tim RB Kemenko Bidang PMK. Program RB Kemenko Bidang
PMK meliputi delapan area perubahan dan Quick Wins. Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan RB memudahkan Tim Menejemen Perubahan melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB.
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1 Sosialisasi Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Road®ap RB Kemen
PMK 2015-2019;
Untuk meningkatkan awareness pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Bidang PMK dilakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan
Kemenko Bidang PMK secara berkala. Kegiatan sosialisasi yang telah
dilaksanakan sebagaimana Gambar 3.2.

PPN ANEYR

Gambar 3.2Sumber: https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/kemenkamk-gelar
sosialisasgnrm-danreformasibirokrasi(20 Septemper 2017)
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Gambar 3.2Sumber: https://M.kemenkopmk.qo.id/artikel/kemenkmnk—
sosialisasikasistempenilaiankinerjaindividu (15Januari 2018)

18" ASIAN GAMES

GERAKAN Revolusi
NASIONAK enta

Gambar 3.2Sumber https://www.kemenkopmk.qgo.id/artikel/sosialisé&sitertiban
pelaksanaatkeqgiatandanpertanggungjawabaasnkemenkepmk (1
Februari 2018)
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18" ASIAN GAMES

iy | 2018

WUJUDKAN INDONESIA

MELAYANI BERSIH TERTIB MANDIRI BERSATU

Gambar 3.2Sumber:https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/kemenkamk-
sosialisasskptriwulan (15 Mei 2018)
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Gambar 3.2Sumber: https://www.kemenkopmk.qgo.id/artikel/lkemenkamk-adakan
sosialisasieformasibirokrasidanpenyusunarmnggarar2019 (28Mei
2018)

Gambar 3.2Sumber:https://kemenkopmk.go.id/reformasiirokrasi/sosialisasi

permenpanrb-nomorl9-tahun-2018

Gambar 3.2. Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Kemenko PMK
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Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program/kegiatan Reform
maka monitoring dan evaluasi perlu dilakukan agar diperoleh informasi yang
tentang kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenko Bidang PMK.
Dengan monitoring dan evaluasi dapat diketahui tingkat pencapaian hasil, kemajuan
pelaksanaan program, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Kemenko Bidang PMK. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB di
Kemenko Bidang PMK dilaksanakan triwulanan. Kegiatan monitoring dan evaluasi
reformasi birokrasi tahun 2018 secara berkala sebagaimana Gambar 3.3.

Gambar 3.3Sumberhttps://www.kemenkopmk.go.id/artikéhpat-koordinasitim-

reformastbirokrasi(24 April 2018)
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Gambar 3.3Sumber: https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/tirneformasi
birokrasikemenkepmk-dituntut-kompakdansemangaiselalu (24uli

%’ I Mm’

Gambar 3.3Sumber: https://kemenkopmk.go.id/reformadiirokrasi/kemenke

pmk-optimistarget-penilairb-tercapai 15 Oktober2018)
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Gambar 3.3Sumber: https://kemenkopmk.go.id/reformadiirokrasi/monitoring
dan-evaluaspelaksanaaprogramkegiatasmeformasibirokrasidi (22
November2018)

Gambar 3.3. Kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Reformasi
Birokrasi Kemenko PMK

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

1. Pimpinan tertinggi di Kemenko Bidang PMK secara aktif dan berkelanjutan ikut
terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenko Bidang PMK, antara lain
dengan dilaksanakannya Rapat Pimpinan Eselon | dan Il sebulan sekali,
sebagaimana Gambar 3.4. Keterlibatan Pimpinan tertinggi di Kemenko Bidang
PMK diharapkan dapat mendorong perubahan mindset (pola pikir) dan culture set
(budaya kerja) di Kemenko Bidang PMK.
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